
 

37 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penlitian yang telah dilakukan penulis 

mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik 

(BULOG) Divisi Regional Jawa Timur maka pada bab ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan 

karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 

terutang menurut Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional 

Jawa Timur dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut 

penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilann 

No.36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya tarif yang berbeda  

antara perhitungan staff accounting dengan perhitungan penulis dan 

komponen pengurang yang tidak dimasukan keseluruhan sebagai 

contoh jaminan hari tua (JHT) dan sebagainya, karena Badan Urusan 

Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur memperoleh informasi 

atau data PPh 21 secara langsung dari Badan Urusan Logistik 

(BULOG) Pusat.  Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih antara 

perhitungan Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional 

JawaTimur dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Pusat 
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dikarenakan komponen yang diketahui olehBadan Urusan Logistik 

(BULOG) Divisi Regional Jawa Timur kurang lengkap. 

2. Dari data-data perhitungan mengenai penerapan perhitungan atas PPh 

Pasal 21 yang diberlakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) 

Divisi Regional Jawa Timur kepada karyawannya melakukan 

penyesuaian perpajakan perusahaan. 

 

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian, maka penulis ingin menawarkan saran yang ingin 

ditujukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Apabila topik yang diangkat dan dibahas sama/sejenis yaitu mengenai 

PPh Pasal 21 tentang gaji, tunjangan, honor dsb, maka penelitian 

dapat dilakukan di perusahaan lain yang sejenis dan menggunakan 

perhitungan PPh Pasal 21 sebagai salah satu ketetapan pada gaji 

pegawai tetap. 

2. Namun, apabila penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan yang 

sama, maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

dilakukan penelitian yang membahas dengan topik yang berbeda. 

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang timbul dalam PPh Pasal 

21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur dan meliha betapa 

pentingnya perhitungan PPh Pasal 21 bagi setiap perusahaan, maka peneliti akan 
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memberikan masukan yang kiranya dapat digunakan dalam mengatasi 

permasalahan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Terdapat perbedaan dalam pengenaan tarif dan kekurangan komponen dalam 

perhitungan PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa 

Timur yang menyebabkan hasil perhitungan keseluruhan tidak sama. Baiknya 

BULOG Divisi Regional Jawa Timur untuk lebih memperhatikan komponen 

yang terdapat pada perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan guna menghindari kesalahan dalam menghitung serta 

menghindari pelanggaran yang tidak diinginkan. 

2. Diharapkan kepada staff accounting Badan Urusan Logistik Divisi Regional 

Jawa Timur untuk selalu memperhatikan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku, agar menghindari kesalahan perhitungan dan tarif yang sedang 

berlaku. 

Kepada BULOG Divisi Regional Jawa Timur yang dimaksudkan untuk dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai 

PPh Pasal 21. 
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